Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:

FITRIL S.H.
Pembina/TVa

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
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Mengingat

TEKNOLOGI DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2)
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun
2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta
Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah
Tahun 2025-2029;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023



Menetapkan

12.

Nomor 380);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
3);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA
JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DAERAH TAHUN 2025- 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi daerah yang disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan sebagai landasan
dalam pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di daerah.
Riset dan Inovasi adalah kegiatan ilmiah dan/atau
teknologi yang dilakukan secara terencana untuk
memperoleh pengetahuan baru, menghasilkan inovasi,
dan/atau menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
guna peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Produk Unggulan Daerah adalah barang dan/atau jasa
yang memiliki daya saing tinggi, berbasis sumber daya
lokal, serta memiliki nilai ekonomi strategis bagi
masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki
kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam
pengembangan Riset dan Inovasi, termasuk pemerintah
daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha,
dan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah
sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah
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dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah yang
digunakan oleh Bupati dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN

(1)

(2)

(3)

DAN TEKNOLOGI DAERAH

Pasal 2
Bupati menetapkan Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan [lmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun
2025-2029.
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang
bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat
peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan
Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas
pembangunan daerah.
Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5
(lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu
dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

Pasal 3

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan:

a.

b.

kebutuhan dalam memperkuat perencanaan
pembangunan daerah;

program prioritas pembangunan yang tercantum dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau
Rencana Pembangunan Daerah untuk dipercepat capaian
target programnya,

hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan
Perangkat Daerah, pelaku usaha, akademisi, tokoh
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya melalui
forum penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah;
isu-isu strategis pembangunan daerah yang dapat
ditangani melalui pendekatan Riset dan Inovasi;
kebijakan nasional di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan inovasi;

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
hasil identifikasi potensi dan permasalahan daerah
melalui kajian Bappelitbangda dan Perangkat Daerah;
hasil penyelarasan dan pembahasan dalam forum
penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan
[Imu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dengan mengacu
pada dokumen provinsi.
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Pasal 4

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

BABII : Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan
Inovasi Daerah

BABIII : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di
Daerah

BAB IV : Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis
Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di
Daerah

BABV : Strategi Riset dan Inovasi di Daerah

BAB VI : Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah

BAB VII : Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah

BAB VIII : Penutup

Uraian secara rinci Rencana Induk dan Peta Jalan

Pemajuan [lmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun

2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Daerah dijabarkan ke dalam
rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah.
Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti
(evidence-based policy); dan
b. program dan target tahunan pengembangan produk
unggulan melalui pengembangan ekosistem Riset dan
Inovasi di Daerah.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan
Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun
2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini,
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 Juni 2025
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.
SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 15
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